BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUFPATEN SOLOK

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ALR MINUM

Menimbang

Mengingart

DENGAN BRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,
bahwa untuk meningkatkan dan menjamin pelayanan
penvediaan air minum yang bersih yang memenuhi
standar keschatan untuk kebutuhan masvarakart telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomar
2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum,
bahwa dengan berlakunys Peraturan Pemerintah
Momor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah, malka terhadap Peraturan Daecrah tersebut
periu dilakukan perubaharn;
bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, periu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daecrah Kabupaten Solok Nomor 2
Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum,
Pasal 18 avat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 fentang
Pembentuksan Daerah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah [Lembaran
Negara Republilk Indonesia Tahun 1956 Nomor 23);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan  Daerah  (Lembaran Negara RKepublik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan

Lembaran MNegara Republile Indonesia Nomor 2387);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan ]iﬁdua.* Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2579);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan lbukota Kabupaten Solok dari Wilayah
Kota Solok ke Kayu Aro-Sukaram  (Arosuka)
Wilayvah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4440);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milk Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Nepara PRepublik Indonesia
Nomor 617 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pengaturan Taril Air Minum pada Perusahaan Daerah
Air Minurm;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah

Air Minum:



Menetapkan

10, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun
2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum
(Lembaran Dearah Kabupaten Solok Tahun 2016
MNomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
solok Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan

BUPATI 3QLOK
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PRRUSAHAAN DAERAH AlR
MINUM.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Solok Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah
Alr Minum (Lembaran Dacrah Kabupaten Solok Tahun
2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Solok Nomor 66) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2] diubah, sehingga
berbunyi sehagai berilout:
Pasal 9
(1) Anggota Dewan Pengawas berasal darn unsur
Pemerintah Daerah, Profesional dan: masyarakat

konsumen.

(2] Batas usia anggota Dewan Pengawas pada akhir
masa jabatan paling tinggl 68 [enam puluh delapan)

takiin.

2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikui:
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Pazsal 10

Untuk dapatl diangksat scbagai anggota Dewan

Pengawas vang bersangkutan harus memenuhi svarat

sebagai berikuf:

.

sehat jasmani, rohani dan tidak terlibatl narkoba;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

=r
|

h.

pengalaman, jujur, perilaku vang baik dan dedikasi
yvang tinggl untuk memajukan dan mengembanglkan
perusahasn;

memahami penyelenggaraan Pemernntah Daerah;

. memahami manajemen perusahaan vang berkaitan

dengan salah satu fungsi manajemen;

menyediakan  waktu  jang cukup untuk
melaksanakan tugasnya;

berijazah paling rendah Strata 1 (5-1);

berusia paling tinggl &0 {enam puluh) tahun pada
saal mendaltar pertama kalj;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas,
Komisaris yang dinvatakan bersalah menvebablan
badan usaha yvang dipimpin dinyatakan pailit;

tidak sedang menjalani sanksi pidana;

tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon
Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon
angeota legislatif:

tidak  terikat  hubungan  keluarga  dengan
Bupati/Walil Bupati atau Dewan Pengawas vang
lain atau Dircektur sampai derajat ketiga baik
menurtl gans lurus ataun kesamping termasuk

menantia dan ipar,

3. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga

berbunyi sebagai hertkut:

Pasal 11

(1} Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama

4 [empat] tahun dan dapat dianglkat kembali untuk
1 [satu) kali masa jabatan.
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(2] Pengangkatan kembali angpota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan  kinerja  dalam melalukan pengawaan
terhadap pelaksanaan  kegiatan Direktur dan
kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinera

pelayanan air minum kepada masyarakat.

4, Ketentuan dalam Pasal 15 ayvat [2) diubah, sehingga
berbunyl sebagal benkut:
Pasal 15
(1} Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
a. masa jabatannya berakhir;
b. meninggal dunia; dan
¢, diberhentikan,

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan
sebagaimana  dimaksud pada avat (1) hural
karena:

&. permnintasn sendiri;

b. reorganisasi;

¢, kedudukan scbagal  pejabat  daersh telah
berakhir;

d. mencapai batas usia 68 (enam pulub delapan)
tahun;

e. tidak dapat melaksanakan tugas;

f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan

g. melakukan tindakan ateu bersikap vang
bertentangan dengan kepentingan Daerah atau
MNegara.

(3] Pemberhentian  anggota Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada avat (2) diletapkan

dengan Kepulusan Bupati,

2. Ketentuan dalam Pasal 19 diubah, sehingga berbungyi
sebagai beriloat:
Pasal 19
(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

atas usul Dewan Pengawas.

o



[2) Batas usia Direktur PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh
lirmma) tabun dan paling tngg 55 (ima pulubh lina)
tahun,

{3) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang
bersangkutan berumur paling tingei 65 (enam
maluh lima) tahun kecuali ditentukan lain sesusad
ketentuan peratyran perundang-undangan.

{4) Pengangkatan Direletur dilaloukan melalui

mekanisme u)l kelayakan dan kepatutan.

. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah,; sehingga berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 20
(1] Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, yang
bersangkutan haris memenuhi syvarat sebaga
beriloat:

a. sechat jasmani, rohani dan fidak terlibat
narkoba:

b, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,
pengalaman, jujur, perilaku yang balk dan
dedikasi vang tnggl untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaarn;

c. memahami penyelengzaraan Pemerintah
Daerai;

d. memahami manajemen perusahaan;

e. memiliki pengetabuan yang memadai di bidang
usaha perusahaan,;

. berjjazah paling rendah strata 1 {S-1);

g, pengalaman kena minimal 5 (ima) tahun di
bidang manajerial perusahaan berbadan hukum
dan pernah memimpin tim;

h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima)
tahun dan paling lUngg 55 (ima pulubh hma)
tahun pada saal mendallar pertama kali;

i, tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan
Pengawas afau Komisaris vang dinyvatakan
bersalah menyebabkan badan usaha wyang
dipimpin dinyatakan pazlit;
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j. tidak perhah dihukum karena melakukan
tindak pidana vang merugikan keuangan
negara atau keuangan daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

. tidak sedang menjadi pengurus partai politik,
calon kepala daerah atan calon wakil kepala
daerah dan/atau calon anggota legislalil,

{2) Pengangkatan Direltur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupah,

. Ketentuan Pasal 21 avat (1) dan (3) diubah, sehingea

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21

(1) Direkitur diangkat untuk masa jabatan paling lama
3 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali maza jabatan kecuali:

a. ditentukan lain  sesual  dengan  ketenfuan
perundangan-undangan; dan

b. dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus
dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat
diangkat untuk masa jabalan yang keliga.

(2] Pengangkatan kembali sebagsimana  dimaksud
pada ayat (1} dilakukan apabila Direktur terbulkti
mampu  meningkatkan  kinerja  PRDAM  dan
pelavanan  kebutuhan air minum kepada
masyarakal setiap tahuan.

(3) Dalam hal Direlktur memiliki keahlian khusus dan/
atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat

unfuk masa jabatan ketiga.

. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1} diubah, sehingga

berbunyi sebagal berikut:
Pasal 26
(1) Apabila sampsai berakhirmya masa jabatan Direktur,
pengangkatan Dhirekiur baru masih dalam proses
pervelesaian, Bupati dapat menunjuk/menganghkat
SCOTHINE Hnggola Dewan Pengawas atau seorang

Pejabat Struktural PDAM yang diusulkan Dewan

Pengawas sebagal pejabat sementara,
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(2] Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana
dimaksud ayvat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati,

{3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) udak dilakukan  pelantikan  dan

pengambilan sumpah jabatan.

O, Ketenfuan dalam Fasal 30 avat [2) diubah, sehingga

berbunyi sebagal berikut:
Pasal 30
(1) Direktur berhenti karena:

a. masa jabatannya berakhir; dan

b. meninggal dunia.

(2] Direkiur diberhentikan karena:

4., permintasn sendiri;

b. reorganisasi;

¢, melakulkan tindakan yvang merugikan PDAM,

d. melaltukan  tindakan atau bersikap vyang
bertentangan dengan kepentingan Daerah atau
Negara;

. mencapal batas usia 65 [enam puluh lima) tahun
kecuali ditentukan lain  sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

f. tidak dapat melaksanakan tugas.

|3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud

pada avat {2} ditetapkan oleh Bupati.

10, Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
asal 39
(1) Pengangkatan pegawal PDAM harus memenuhi
persyaratan:
a, warga Negara Indaonesia;
b. mempunyar  pendidikan, kecakapan dan
keahlian yang diperlukan;

c. dinyvatakan sehat oleh rumahb saleit umum;

&



d. usia paling tingg 35 (tga puluh lima) tahun;
e. tidak menjadi penguras partai politik; dan
. lulus selelsi.

|2} Penganglkatan pegawal dilakkukan setelah melalni
masa peroobaan paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama © (enam) bulan dengan
ketentuan  memenuhi  setiap  unsur  daftar
penilaian kerja paling sedikit bernilai baik.

(3] Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dilakukan penilaian meliputi:
a. loyalitas;
by, kecakapar;
c. kesehatan,
d. kerjasama;
e. kerajinan;
f. prestasi kerja;
g. kejujuran; dan
h. prakarsa.

(4) Apabila pada akhir masa percobaan calon
pegawali tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  [3),

diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

11. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi
sebagail beriloat:
Pasal 42

(1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 58 (lima
puluh delapan) tahun.

(2} Pegawal yang memasukl masa pensiun dapat
diberikan kenatkan  pangkat — pengabdian
setingkat lebih tnggl dan pangkatnya sesuad
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan dibidang kepegawaian.

o



12, Ketentuan dalam Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi
sebagal berikut:
Pasal 63

Pegawai FDAM dilarang:

a. melakukan lkegiatan yang merugikan PDAM,
Daerah dan/atau Negara;

b, menggunakan kedudukannya untuk
memberikan® keuntungan  bagi  dirl  sendin
dan/atay orang lain yang merugikan PDAM;

o, mencemarkan mnama  baik PDAM, Dacrah
dan/atau Negara; dan

d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 1l
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada  tanggal
diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan
DENZUNAENZAT Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya  dalam  Lembaran [Daerah Kabupaten
Sololk.

Ditelapkan di Arosuka
pada tanggal 4 Magh 2019

BUPATI SOLOK,

o
GLUEMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 4 Martd 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

[

ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN S80LOK TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SBUMATERA
BARAT: (4/16/2019]}.
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